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Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

OBJEK PAJAK

Merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1

tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun

pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan

keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk

peredaran bruto dari cabang

Dalam hal WP OP suami istri berstatus (PH) atau (MT),

peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan

penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan

isteri

PENENTUAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU

BUKAN OBJEK PAJAK

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan

Bebas. Misalnya: dokter, pengacara, akuntan, notaris,

PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dll

2. Penghasilan di Luar Negeri

3. Penghasilan yang dikenai PPh Final. Misal: sewa

rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya

yang diatur berdasarkan PP

4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Peredaran bruto (omzet) dari 

usaha tidak melebihi Rp 

4,8Miliar setahun

#KemenkeuTepercaya www.pajak.go.id

http://www.pajak.go.id/


Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

SUBJEK PAJAK

Orang Pribadi:
Jangka waktu 7 tahun

Badan Usaha, berbentuk:
• P T → jangka waktu 3 tahun
• CV, Firma, Koperasi, 

BUMDes/Bersama & P T OP →
jangka waktu 4 tahun

Jangka waktu dihitung, sejak:
• WP baru terdaftar terhitung sejak T P terdaftar
• BumDes/Bersama dan P T OP terdaftar sebelum PP

berlaku terhitung sejak T P 2022

Ketentuan Peralihan:
• WP lama PP-23 melanjutkan jangka waktu PP-23

1. WP yang memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh
(WP menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada
Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh
Pasal 17)

2. WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31A
UU PPh, PP 94 tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK)

3. BUT
4. CV atau Firma yang:

• dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki  
keahlian khusus; dan

• menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan
dengan pekerjaan bebas

BUKAN SUBJEK PPh INI
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Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PELUNASAN PPH

Dipotong atau dipungut oleh

Setor sendiri Pemotong atau Pemungut*

*WPmengajukan Surat Keterangan

PPh TERUTANG

1. Tata cara pemberitahuan memilih untuk dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum

2. Tata cara penyetoran, pemotongan/pemungutan PPh

3.    Tata cara permohonan dan penerbitan Surat Keterangan diatur dalam PMK

• PPh Final = 0,5% X Peredaran Bruto

• Khusus WP OP :

atas bagian peredaran bruto dari usaha

sampai dengan Rp500 juta dalam 1

Tahun Pajak tidak dikenai PPh

→ dihitung secara kumulatif sejak Masa

Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak

atau bagian Tahun Pajak.

AMANAT KETENTUAN LEBIH LANJUT
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